
 

 
 

 
 

BUPATI CIAMIS 

PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI CIAMIS 

 NOMOR 19A  TAHUN 2014 
 

 TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 48 TAHUN 2012 

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI,  

BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN  
DAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI CIAMIS, 

Menimbang : a. bahwa Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Bagi 

Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga telah 

diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis  

Nomor 48 Tahun 2012; 
 

b. bahwa Peraturan Bupati Ciamis  sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, dipandang belum cukup mengatur besaran 

tertinggi pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah 

Desa; 
 

c. bahwa berdasarkan Pasal 23 huruf b Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

menyatakan bahwa Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi 

pengambilan Keputusan dan/atau tindakan karena 

peraturan perundang-undangan tidak mengatur; 
 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud 

pada huruf b dan c, maka Peraturan Bupati sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disempurnakan 

yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara; 

SALINAN 
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah; 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan; 

12. Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis 

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Ciamis;  

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 

2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Ciamis; 

19. Peraturan Bupati Ciamis 48 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan 

dan Belanja Tidak terduga. 

 

MEMUTUSKAN : 
   

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 48 

TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA 
SUBSIDI, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN  DAN 

BELANJA TIDAK TERDUGA  



3 

 

Pasal I 

 
Ketentuan  Pasal 31 ayat (5) huruf b) Peraturan Bupati Ciamis 

Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja 
Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan  dan Belanja Tidak 
Terduga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :   

 
Pasal 31 

 
(5) Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah 

desa berdasarkan : 

a) Untuk bantuan keuangan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) 

paling sedikit 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi 

belanja pegawai yang diterima pemerintah daerah kecuali 

Dana Alokasi Khusus (DAK). Pembagian untuk setiap desa 

ditetapkan secara proporsional dengan Keputusan Bupati; 

b) Bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah  desa dalam 

rangka percepatan pembangunan pemerintah desa, maksimal 

sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 

 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Ciamis.  

 

Ditetapkan di Ciamis 
pada tanggal  4 Agustus 2014 

 
BUPATI CIAMIS, 

 

Cap/ttd 
    

 
H. IING SYAM ARIFIN 

 

Diundangkan di Ciamis 

pada tanggal  4 Agustus 2014 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, 

 
Cap/ttd 

 

 
H. HERDIAT S. 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 19A 


